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ABSTRAK

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki peranan mendasar dalam
penyelenggaraan negara. Pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola urusan
pemerintahan umum dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan
kebutuhan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor determinan indeks
desa membangun yang meliputi pengaruh dana desa, penggunaan dana infrastruktur,
dan penggunaan dana pemberdayaan di desa-desa Kecamatan Kemangkon. Penelitian
ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, Kantor Kecamatan
Kemangkon, dan Balai Desa yang ada di Kecamatan Kemangkon, dengan menggunakan
metode sensus. Alat analisis yang digunakan penelitian ini yaitu SEM-PLS. Hasil
analisis penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa, Dana Infrastruktur dan Dana
Pemberdayaan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun.
Kata kunci : Dana Desa; Indeks Desa Membangun; Penggunaan Dana Infrastruktur;
Penggunaan dana Pemberdayaan

ABSTRACT

The village is the smallest administrative unit that plays a fundamental role in
the functioning of the state. Village governance is expected to manage general
governmental affairs and provide services to the community according to the needs of
the village. The purpose of this research is to examine the determinants of the Village
Development Index, which include the influence of village funds, the use of
infrastructure funds, and the use of empowerment funds in the villages of the
Kemangkon District. This research employs a quantitative approach, using secondary
data obtained from the Office of Community and Village Empowerment of Purbalingga
Regency, the Kemangkon District Office, and Village Halls in Kemangkon District,
using the census method. The analytical tool used in this research is SEM-PLS. The
results of the analysis show that Village Funds, Infrastructure Funds, and Community
Empowerment Funds have no effect on the Village Development Index.
Keywords : Village Funds; Village Development Index; Infrastructure Fund Usage;
Empowerment Fund Usage

PENDAHULUAN

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki peranan mendasar dalam

penyelenggaraan negara. Pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola urusan

pemerintahan umum serta memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan

kebutuhan desa. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap tujuan akhir, yaitu
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tercapainya desa yang mandiri. Dengan kata lain, kemampuan desa dalam membentuk

pemerintahan desa yang efektif dan efisien sangat berkaitan dengan kemandirian desa

tersebut.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2020), menyatakan bahwa program

dana desa mendukung pelaksanaan pembangunan yang merata serta berkeadilan demi

kesejahteraan masyarakat. Program ini juga mendorong peningkatan pelayanan publik

di desa, kemajuan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengurangan

tingkat kemiskinan.

Pada daerah-daerah di Indonesia, tidak semua desa mampu meningkat skor

Indeks Desa Membangun yang dimiliki, meskipun dukungan dana desa telah

dikucurkan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena keberadaan dana

desa juga menimbulkan masalah baru, dimana banyak masyarakat khawatir tentang

pengelolaannya. Kekhawatiran ini terikat dengan kualitas sumber daya manusia

perangkat desa yang masih dianggap rendah, serta kurangnya sikap kritis masyarakat

terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), sehingga

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa optimal. Contohnya, pada

penelitian Halim & Taryani (2023) menggunakan data dana desa dari tahun 2017 hingga

2021 serta indeks desa membangun untuk periode 2020 hingga 2022 di 3.026 desa di

Provinsi Nusa Tenggara Timut. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa

presentase penyaluran dana desa tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks

desa membangun.

Salah satu daerah di Indonesia dalam lingkup kecil yang menghadapi masalah

ketidakmampuan dana desa untuk mendukung peningkatan indeks desa membangun

adalah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dimana Kabupaten Purbalingga

ini memiliki 18 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 224 desa. Diantara beberapa kecamatan

tersebut, Kecamatan Kemangkon adalah kecamatan yang terletak di bagian selatan

Kabupaten Purbalinga yang terdapat 19 desa. Kecamatan ini memiliki karakteristik

sebagai wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan

perkebunan. Desa Kecamatan Kemangkon juga merupakan desa pinggir di Kabupaten

Purbalingga yang masih memiliki permasalahan seperti masih memiliki satu desa

dengan status desa tertinggal ditahun 2019 dan 2020, jalan infrastruktur masih rusak,

jembatan-jembatan yang belum memadai, dan salah satu kecamatan yang memiliki desa
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terbanyak. Di tengah tantangan ini, penting untuk mengeksplorasi potensi dan strategi

yang dapat diimplementasikan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal, serta

mendorong antara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai

pembangunan yang berkelanjutan. Dana desa yang dialokasikan ke desa-desa di

Kecamatan Kemangkon dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dan digunakan

sebagai sarana untuk meningkatkan infrastruktur serta memberdayakan masyarakat

melalui berbagai program yang telah dirancang. Tujuan dari penggunaan dana ini adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas hidup, dan

mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Berdasarkan tabel 1 tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan dana desa di

kecamatan Kemangkon rerata mengalami peeningkatan pada tahun 2020-2021.

Selanjutnya ditahun 2022, penerimaan dana desa kembali menurun, dan penurunan ini

berlanjut pada tahun 2023. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan 10% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna dana desa, di mana sebagian

dari anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur serta

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dari sisi IDM, dari data tahun 2019 sampai 2023,

didapatkan hasil masih terdapat ketidakmerataan capaian IDM, meskipun dana desa,

dana infrastruktur dan dana pemberdayaan sudah dialokasikan meningkat.

Padahal secara teoritis, seharusnya peningkatan anggaran dana desa beserta

pengalokasian dana infrastruktur dan pemberdayaan, harus dapat memberi dampak

positif Indeks Desa Membangun sebagai panduan untuk melakukan afirmasi, integrasi,

dan sinergi dalam pembangunan (Hasugian, Hutahaean, Sinaga, Sriadhi, & Silaban

(2020) serta Iftitah & Wibowo (2022). Dengan demikian, tercapainya kesejahteraan,

keadilan, dan kemandirian masyarakat desa akan menjadi lebih mudah dicapai dan tepat

sasaran. Dampak ini menyoroti pentingnya IDM sebagai alat yang mendukung

perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Banyak penelitian telah dilakukan terkait dana desa, dengan menggunakan

variabel dana infrastruktur, dana pemberdayaan, dan indeks desa membangun. Hal

tersebut dilakukan oleh Yulitasari & Tyas (2020) yang meneliti Dana Desa dan Status

Desa di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dana desa di

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 14,7%, yang

diikuti dengan peningkatan status desa secara agregat. Namun, hasil analisis regresi
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mengungkapkan bahwa perubahan dalam jumlah dana desa tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap perubahan status desa di provinsi tersebut.

Kurniawan & Rauf (2021) memperoleh hasil dana desa berpengaruh terhadap

penurunan kebutuhan infrastruktur dasar di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan

keamanan desa, yang menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan

terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Sementara itu, Tambunan, Sihombing, &

Harahap (2020) memperoleh hasil bahwa dana desa memiliki pengaruh besar dalam

meningkatan Indeks Desa Membangun. Namun, karena banyak aspek dan indikator

yang mendukung indeks tersebut, dana desa tidak dapat dianggarkan untuk semua aspek,

sehingga perangkat desa dan masyarakat harus menetapkan prioritas.

Penelitian lain menunjukkan bahwa dana desa memiliki peran penting dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lowongan kerja dan

perbaikan infrastruktur sebagaimana dinyatakan oleh Atmojo, Fridayani, Kasiwi, &

Pratama (2017), Tangkumahat, Panelewen, & Mirah (2017), Sofianto (2017),

Qhamariyah & Zuhriyati (2019), Faisal Akbar, Yunita, & Yanuar (2020), Gani, Gani, &

Arief (2020), serta Azwardi & Sukanto (2014). Keberhasilan pengelolaan dana desa

didukung oleh partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan, peningkatan

kapasitas pengelola, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat, seperti yang diutarakan

oleh Daraba (2017), Aziz (2016), Putra (2013), serta Arifa (2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rezkia & Yunani (2023) yaitu,

terdapat pada lokasi penelitian, rentang waktu penelitian, populasi penelitian, dan

variabel yang digunakannya. Penelian Rezkia & Yunani (2023) fokus pada dampak

antara Dana Desa dan pembangunan infrastruktur terhadap IDM di Kecamatan Barabai

dengan rentang waktu 2018-2021. Sebaliknya, penelitian ini dilakukan di 19 desa di

Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan

periode waktu 2019-2023. Penelitian ini menggunakan 57 data yang diambil secara

keseluruhan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari data yang

telah ada serta dipublikasikan oleh berbagai lembaga seperti Dispermades Purbalingga,

Kantor Kecamatan Kemangkon, dan Balai Desa yang ada di kecamatan Kemangkon.

Penelitian ini berupaya untuk; 1. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh

positif dari dana desa terhadap indeks desa membangun di desa-desa di kecamatan

Kemangkon, 2. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh positif dari penggunaan
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dana infrastruktur terhadap indeks desa membangun di desa-desa di kecamatan

Kemangkon, dan 3. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh positif dari

penggunaan dana pemberdayaan terhadap indeks desa membangun di desa-desa di

kecamatan Kemangkon.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam teori stewadrship menurut Donaldson & Davis (1991), hubungan antara

pihak principal (masyarakat) dan steward (pemerintah desa) digambarkan dengan

menunjukkan bahwa keduanya cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat

daripada kepentingan pribadi. Teori ini berpendapat bahwa kepentingan rakyat dapat

dioptimalkan dengan membagi wewenang, hak, dan kewajiban kepada manajemen atau

steward menurut Sari & Abdullah (2017). Sebagai steward, pemerintah desa diharapkan

menyediakan data keuangan dan berfungsi sebagai principal dalam mengevaluasi

akuntabilitas serta pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Teori

stewardship menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat dipercaya untuk memenuhi

aspirasi masyarakat dan memberikan layanan yang bermanfaat. Dengan demikian, teori

stewardship menggarisbawahi bahwa pemerintah desa lebih memprioritaskan

kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, guna mencapai kesuksesan

organisasi dan kepuasan masyarakat.

Dalam penggunaan dana desa, teori stewardship dapat digunakan untuk

memahami bagaimana pengelolaan dana desa, penggunaan dana infrastruktur dan

penggunaan dana pemberdayaan, berpengaruh terhadap indeks desa membangun.

Berdasarkan teori stewardship, perangkat desa yang berperan sebagai pengelola

diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik masyarakat desa dengan

memanfaatkan dana desa secara efektif serta efisien.

Penelitian Donaldson & Davis (1991) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana

desa yang dilakukan secara tepat dan transparan dapat memberikan kualitas hidup

masyarakat desa serta mempercepat proses pembangunan di desa. Nadira, Yuliani, &

Dewi (2020) mengemukakan bahwa pengalokasian dana untuk infrastruktur yang

memadai dapat memperbaiki aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan dasar yang

sangat diperlukan oleh masyarakat desa, sehingga turut meningkatkan IDM. Selain itu,

penggunaan dana pemberdayaan dalam dana desa dapat memperkuat kapasitas

masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang pada
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akhirnya mendukung pencapaian IDM.

Hipotesis

Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 (2016) tentang Desa, desa memiliki

wewenang untuk mengatur dan mengawasi berbagai hal sesuai dengan kebutuhan

mereka. Dengan demikian, dana desa akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas

yang ditetapkan. Dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta

diteruskan melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Dana ini

digunakan untuk mendukung pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat,

serta pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah menediakan alokasi dana

desa dalam APBN, yang diambil dari anggaran belanja pemerintah, untuk memastikan

implementasi program desa dapat dilaksanakan secara merata.

Studi yang dilakukan oleh Tambunan et al.,(2020) mengungkapkan bahwa dana

desa memiliki dampak besar terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun. Hal ini

dikarenakan oleh banyaknya dimensi dan indikator yang mempengaruhi indeks tersebut,

sehingga pemerintah desa dan masyarakat perlu menentukan prioritas yang paling

penting. Penelitian Rezkia & Yunani (2023) juga menemukan bahwa dana desa

memberikan kontribusi positif serta signifikan terhadap Indeks Desa Membangun, baik

dalam hal dampak parsial maupun keseluruhan. Dengan kata lain, setiap peningkatan

dana desa akan mengarah pada peningkatan indeks desa membangun. Berdasarkan hasil

penjelasan diatas, menurut penelitian sebelumnya dapat disimpulkan hipotesis yang

diajukan pada penelitian yaitu:

H1: Dana desa berpengaruh positif terhadap indeks desa membangun

Pengaruh Penggunaan Dana Infrastruktur Terhadap Indeks Desa Membangun

Menurut Mensah (2011) mengungkapkan bahwa infrastruktur seperti akses

transportasi dan listrik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan

rumah tangga di Ghana, sedangkan infrastruktur air dipengaruhi oleh pengeluaran

rumah tangga untuk fasilitas tersebut dan biaya peluang yang dihadapinya. Studi di

Papua Nugini menunjukkan bahwa peningkatan kondisi jalan berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan rumah tangga, dengan dampak yang lebih besar bagi rumah

tangga kurang beruntung. Wiegand, Koomen, Pradhan, & Edmonds (2017)

mengungkapkan bahwa rumah tangga yang lebih miskin dan berpendidikan rendah
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cenderung lebih diuntungkan dengan adanya perbaikan jalan. Penelitian Djanggo,

Tamberan, Tawakal, Puspa, & Unde (2019) di Merauke dan Boven Digoel juga

menunjukkan bahwa infrastruktur jalan, transportasi laut, dan air memberikan dampak

positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur

pertanian seperti saluran irigasi, infrastruktur ekonomi seperti pasar tradisional, serta

infrastruktur pendidikan dan kesehatan, memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap

kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Penelitian lainnya yang dilakukan

oleh Annawang (2019), Marianto (2022), Sagala (2019), serta Nurhidayat (2023) juga

menemukan bahwa pembangunan infrastruktur meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun hipotesis yang diajukan yaitu:

H2: Penggunaan dana infrastruktur berpengaruh positif terhadap Indeks Desa

Membangun

Pengaruh Penggunaan Dana Pemberdayaan Dalam Dana Desa Terhadap Indeks

Desa Membangun

Belanja pemerintah desa juga berasal dari dana desa. Permendagri Nomor

37(2007) mengemukakan bahwa dana desa bertujuan untuk mendanai kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu

jenis pendapatan transfer yang memiliki porsi penting dalam struktur APBDes

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sehingga memberikan kontribusi signifikan

terhadap belanjanpemerintah desa. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) menunjukkan bahwa pada tahun 2018, sebagian besar penggunaan dana desa

difokuskan pada belanja di bidang pemberdayaan pemerintahan desa.

Peneliti menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai ukuran

efektivitas dana desa, yang digunakan sebagai modal BUMDes dalam pembangunan

desa. IDM menilai kemajuan desa dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut

penelitian Gani et al., (2020) & Nurhidayat (2023) penggunaan dana pemberdayaan

memiliki pengaruh signifikan terhadap komponen IDM. Berdasarkan hasil penjelasan

diatas, menurut penelitian sebelumnya dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan pada

penelitian yaitu:

H3: Penggunaan dana pemberdayaan dalam dana desa berpengaruh positif terhadap

Indeks Desa Membangun
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METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu.

Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses

penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada

(Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif

dengan data yang diperoleh melalui data sekunder dari berbagai lembaga, yaitu

Dispermades Purbalingga, Kantor Kecamatan Kemangkon, serta Balai Desa di

Kecamatan Kemangkon. Populasi penelitian mencakup 19 desa di Kecamatan

Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan rentang waktu dari

tahun 2019 hingga 2023, menghasilkan total 95 data yang seluruhnya diambil semua

untuk penelitian ini dengan menggunakan sensus. Teknik sampling yang diterapkan

adalah sampling jenuh. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi: a.) Data

realisasi dana desa per desa di kecamatan Kemangkon dari tahun 2019 hingga 2023, b.)

Data realisasi penggunaan dana infrastruktur per desa di kecamatan Kemangkon dari

tahun 2019 hingga 2023, c.) Data realisasi penggunaan dana pemberdayaan per desa di

kecamatan Kemangkon dari tahun 2019 hingga 2023, dan d.) Data Indeks Desa

Membangun per desa di kecamatan Kemangkon dari tahun 2019 hingga 2023.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa membangun adalah instrumen yang digunakan untuk menilai

perkembangan dan kemajuan desa-desa di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 6 (2016) tentang desa, IDM bertujuan untuk memetakan kondisi desa dengan

megevaluasi tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan

ekologi. Diukur dengan satuan Skor dengan rumus:

IDM = 1/3(IS+IEK+IL)

Keterangan:
IDM : Indeks Desa Membangun
IS : Indeks Sosial
IEK : Indeks Ekonomi
IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 (2016) mengenai Desa, dana desa adalah

alokasi anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk

desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
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Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa,

pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Diukur dengan

satuan Rupiah dengan rumus : Dana Desa = Alokasi Dasar+Alokasi Formula

Penggunaan dana Infrastruktur dalam dana desa

Penggunaan dana infrastruktur dalam dana desa berkaitan dengan penyaluran

dan pemanfaatan dana yang diberikan kepada desa untuk keperluan pembangunan dan

perbaikan infrastruktur desa. Infrastruktur desa mencakup fasilitas fisik seperti jalan

desa, jembatan, saluran irigasi, dan elemen lain yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat desa. Diukur degan satuan Rupiah.

Penggunaan dana Pemberdayaan dalam dana desa

Penggunaan dana pemberdayaan dalam konteks dana desa adalah alokasi dan

pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan

kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. Ini meliputi berbagai progam dan inisiatif

yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, keterampilan, serta partisipasi aktif

warga dalam pembangunan desa. Diukur dengan satuan Rupiah dengan rumus:

Dana Pemberdayaan = Total Dana Pemberdayaan/Total Dana Desa x 100%

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif tentang variabel dana desa, penggunaan

dana pemberdayaan, penggunaan dana infrastruktur, dan indeks desa membangun

(IDM). Berdasarkan tabel 2, data yang berdistribusi normal akan menunjukkan mean

yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi. Dalam tabel tersebut variabel

Dana Desa, Penggunaa Dana Pemberdayaan dalam dana desa, Penggunaan Dana

Infrastruktur dalam dana desa, dan Indeks Desa Membangun semuanya memiliki nilai

mean yang melebihi standar deviasi (Mean > Std. Dev.). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan siap untuk

dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

Model Pengukuran (Outer Model)

Berikut adalah pengujian yang dilakukan outer model:

Convergent Validity

Convergent validity mengukur sejauh mana suatu konstruk memiliki korelasi

tinggi dengan variabel laten lainnya. Menurut Hair, Ringle, & Sarstedt (2013), nilai
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convergent validity dilihat dari loading factor pada variabel laten, di mana nilai > 0,7

dianggap ideal dan menunjukkan validitas indikator tersebut. Gambar 2 menunjukkan

bahwa seluruh indikator variabel memiliki nilai korelasi di atas 0,7, sehingga dapat

disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Model Struktural (Inner Model)

Berikut adalah pengujian yang dilakukan inner model:

R-Square (R2)

Menurut Chin (1998) nilai R2 mengacu pada pengukuran akurasi prediksi dari

struktural model. Konstruk endogen, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM),

menunjukkan nilai R2 sebesar 0,344 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.

Menurut Juliandi (2018), pada R-Square memiliki kriteria 0,75; 0,50; dan 0,25 yang

menggambarkan tingkat pengaruh model, yaitu besar, sedang, serta kecil. Dalam tabel 3,

nilai R-Square untuk Indeks Desa Membangun tercatat sebesar 0,344. Angka ini

menunjukkan bahwa Indeks Desa Membangun sebesar 34,4% dan sisanya 65,5%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. Maka dari itu, model R-

Square ini tidak dipengaruhi karena R-Square Adjusted kurang dari 0,25.

F-Square (F2)

Nilai F2 mencerminkan tingkat seberapa besar pengaruh variabel laten eksogen

terhadap variabel laten endogen dalam model struktural. Menurut Chin (1998), jika nilai

F2 berada di atas 0,02 tetapi kurang dari 0,15 maka dikategorikan pengaruh kecil. Jika

nilai F2 berada diantara 0,15 hingga 0,35 maka pengaruhnya dianggap sedang atau

moderat. Sementara itu, jika nilai F2 melebihi 0,35 maka dikategorikan pengaruh besar.

Berdasarkan tabel 4 F-Square, hasil 0,005 mengungkapkan bahwa Dana Desa

memiliki pengaruh kecil terhadap terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

Penggunaan dana Infrastruktur terhadap Indeks Desa Membangun mengungkapkan

hasil 0,272 yang berarti bahwa Penggunaan dana Infrastruktur memiliki pengaruh yang

sedang terhadap IDM. Penggunaan dana Pemberdayaan terhadap Indeks Desa

Membangun mengungkapkan hasil 0,017 yang berarti bahwa Penggunaan dana

Pemberdayaan memiliki pengaruh kecil terhadap IDM.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian path coefficient yang terlihat bahwa dana

desa, penggunaan dana infrastruktur, dan penggunaan dana pemberdayaan berpengaruh

terhadap indeks desa membangun. Namun, secara statistik, tidak ditemukan pengaruh
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yang signifikan antara dana desa, penggunaan dana infrastruktur, serta penggunaan dana

pemberdayaan terhadap indeks desa membangun.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama mengemukakan bahwa Dana Desa tidak memiliki

pengaruh statistik yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangn, dengan P sebesar

0,78 yang jauh di atas 0,05 dan nilai t sebesar 0,279. Dengan demikian, hipotesis

pertama (H1) ditolak. Hal ini disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata.

Berdasarkan data yang diperoleh, data menunjukkan bahwa penyaluran dana desa

bervariasi setiap tahun dan antar desa. Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa desa

tidak mendapatkan dana yang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini

juga karena setiap tahunnya penyaluran dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang

lain mungkin dana desa tidak digunakan secara efektif atau sesuai dengan kebutuhan

untuk meningkatkan IDM, pengelolaan dana yang kurang optimal dapat mempengaruhi

ketidaksignifikan pengaruhnya terhadap IDM.

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa desa Gambarsari menerima realisasi

anggaran dana desa sebesar Rp94.725.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, menurun

menjadi Rp80.284.400, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi

Rp123.200.000. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 menjadi sebesar

Rp152.394.400. Namun, pada tahun 2023, dana desa yang diterima desa Gambarsari

menurun kembali menjadi Rp96.594.000.

Desa Kalialang menerima realisasi anggaran dana desa sebesar Rp136.777.230

pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, anggaran tersebut menurun menjadi

Rp118.690.414. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp200.565.575,

tetapi kembali men urun pada tahun 2022 menjadi Rp171.546.075, dan pada tahun 2023

menurun lagi menjadi Rp157.000.000.

Desa Kedungbenda menerima realisasi anggaran dana desa sebesar

Rp69.188.650 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, anggaran ini menurun menjadi

Rp54.687.218, dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi Rp52.277.050. Penurunan

berlanjut pada tahun 2022 menjadi Rp25.000.000, dan pada tahun 2023 menjadi

Rp23.895.000.

Desa Kedunglegok tidak menerima realisasi anggaran dana desa pada tahun

2019. Pada tahun 2020, desa ini mulai menerima sebesar Rp54.500.000, yang kemudian
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meningkat menjadi Rp88.800.000 pada tahun 2021. Namun, anggaran tersebut menurun

pada tahun 2022 menjadi Rp40.000.000, dan kembali menurun pada tahun 2023

menjadi Rp31.052.500.

Desa Majasem menerima realisasi anggaran dana desa sebesar Rp38.000.000

pada tahun 2019. Pada tahun 2020, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp52.470.000,

dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp53.490.000. Namun, pada tahun

2022, anggaran tersebut menurun menjadi Rp49.040.000, dan pada tahun 2023 kembali

menurun menjadi Rp44.790.000.

Realisasi dana desa yang diterima oleh desa-desa sering kali tidak merata dan

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pagu yang ditetapkan

oleh pemerintahan pusat yang mempengaruhi besaran dana desa. Selain itu, mekanisme

penyaluran dana desa juga bergantung pada kebijakan pemerintah pusat yang dapat

berubah tiap tahun, sehingga prioritas penggunaan dana desa disesuaikan dengan

program pembangunan desa. Akibatnya, ada desa yang menerima dana lebih besar di

satu tahun dan lebih kecil di tahun berikutnya, tergantung pada evaluasi, kondisi desa,

serta arahan dari pemerintahan pusat bahwasannya anggaran dana desa diarahkan

kemana. Fluktuasi ini sering kali menimbulkan tantangan dalam perencanaan

pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan teori stewardship, salah satu aparatur desa berpendapat bahwa

pemimpin desa seharusnya menggunakan dana desa untuk kepentingan jangka panjang

dan kesejahteraan kolektif masyarakat. Namun, jika dana desa hanya difokuskan pada

program peningkatan kapasitas aparatur tanpa menyentuh masyarakat, dampaknya

terhadap IDM menjadi tidak signifikan. IDM mengukur berbagai aspek seperti kualitas

hidup, ekonomi, dan keberdayaan masyarakat, sehingga penggunaan dana desa yang

tidak langsung berkontribusi pada pembangunan masyarakat tidak akan meningkatan

IDM. Sesuai prinsip stewardship, dana desa seharusnya dikelola untuk program yang

memberdayakan masyarakat dan berdampak pada pengembangan desa secara luas,

bukan hanya untuk peningkatan internal aparatur.

Menurut Halim & Taryani (2023) tidak adanya pengaruh disebabkan oleh

interpretasi penyaluran dana desa yang hanya sebatas diterimanya dana di rekening kas

desa, tanpa memperhitungkan penggunaannya secara nyata oleh desa. Oleh karena itu,

tingginya atau rendahnya presentase penyaluran dana belum dapat dijadikan indikator
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untuk menjelaskan tinggi rendahnya IDM. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian

Yulitasari & Tyas (2020) serta Kalontong, Anggraeni, & Tiawon (2019) yang juga

menemukan bahwa dana desa tidak berdampak terhadap IDM atau pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 (2016) tentang Desa, desa memiliki kekuasaan

untuk mengelola dan mengurus kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan penelitian

Rezkia & Yunani (2023) hal ini memungkinkan desa untuk memanfaatkan dana desa

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, kualitas hidup, serta mengatasi berbagai tantangan.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh yang

signifikan secara statistik antara Penggunaan dana Infrastruktur dalam dana desa

terhadap Indeks Desa Membangun, dengan nilai P sebesar 0,368 lebih besar dari 0,05

dan nilai t sebesar 0,9. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini

disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata. Berdasarkan data yang diperoleh,

data menunjukkan bahwa penyaluran penggunaan dana infrastruktur bervariasi setiap

tahun dan antar desa. Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa desa tidak

mendapatkan dana yang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini juga

karena setiap tahunnya penyaluran dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang lain

mungkin infrastruktur yang dibangun belum memberikan dampak yang signifikan

terhadap kemajuan desa.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwasannya desa Kemangkon

menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar Rp1.022.267.365 pada

tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp731.235.599, pada

tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp631.279.240, pada tahun 2022

menghabiskan anggaran sebesar Rp244.505.868, dan pada tahun 2023 anggaran

penggunaan dana infrastruktur di desa Kemangkon hanya sebesar Rp569.948.600.

Desa Muntang menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar

Rp867.059.700 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar

Rp319.610.350, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp642.198.931, pada

tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp266.195.300, dan pada tahun 2023

anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Muntang hanya sebesar

Rp1.136.394.583.
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Desa Panican menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar

Rp1.105.324.100 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar

Rp982.943.650, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp742.005.000, pada

tahun 2022 menghabiskan anggran sebesar Rp169.108.000, dan pada tahun 2023

anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Panican hanya sebesar Rp833.049.600.

Desa Pegandekan menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur

sebesar Rp489.060.500 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran

sebesar Rp373.077.700, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar

Rp621.555.880, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp486.406.176, dan

pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Pegandekan hanya

sebesar Rp821.475.930.

Desa Pelumutan menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar

Rp1.056.848.100 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar

Rp634.028.775, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp872.653.475, pada

tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp521.617.000, dan pada tahun 2023

anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Pelumutan hanya sebesar

Rp1.298.745.100.

Realisasi penggunaan dana infrastruktur dari pagu yang diterima oleh desa-desa

sering kali tidak merata dan fluktuatif setiap tahunnya. Ketidakmerataan ini disebabkan

karena perbedaan kapasitas administratif desa dalam menyusun dan mengajukan

rencana anggaran, serta prioritas pembangunan yang bervariasi di setiap wilayah. Selain

itu, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah mengenai dana tersebut juga

berkontribusi pada naik-turunnya jumlah dana yang diterima oleh desa-desa. Fluktuasi

tersebut berdampak pada pelaksanaan program pembangunan, di mana desa dengan

anggaran yang menurun mengalami keterlambatan serta pengurangan kualitas proyek

infrastruktur yang direncanakan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan

terhadap peningkatan indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan pentingnya

perencanaan yang lebih baik dan alokasi yang lebih adil agar pembangunan

infrastruktur desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata.

Berdasarkan teori stewardship, salah satu aparatur desa berpendapat bahwa

pemimpin harus mengelola sumber daya, termasuk penggunaan dana infrastruktur,

untuk kepentingan masyarakat luas dan tujuan pembangunan jangka panjang.
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Penggunaan dana infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM, hal ini

mencerminkan bahwa pengelolaannya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip

stewardship. IDM mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, kesejahrteraan, dan

kemandirian masyarakat, sehingga penggunaan dana infrastruktur yang efektif

seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika dana infrastruktur tidak digunakan

secara strategis untuk memberdayakan masyarakat atau meningkatkan akses ekonomi,

efek positif terhadap IDM akan minim. Dalam konteks ini, pemimpin desa perlu

memastikan bahwa penggunaan dana infrastruktur terintegrasi dengan program yang

menyentuh masyarakat secara langsung, sehingga peran mereka sebagai steward yang

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kolektif dapat terwujud, dan pembangunan

desa secara keseluruhan dapat lebih optimal.

Ini menunjukkan bahwa meskipun dana tersebut dialokasikan untuk upaya

pembangunan infrastruktur, namun tidak secara langsung meningkatkan IDM. Selain

faktor realisasi dana desa, keberhasilan pembangunan desa juga sangat dipengaruhi oleh

partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, dan sinergi antarprogram

pembangunan. Oleh karena itu, meskipun dana desa telah digunakan, jika faktor-faktor

lain tidak mendukung, peningkatan IDM mungkin tidak terjadi. Menurut Sutikno,

Hanapi, & Idealis (2024) penggunaan dana infrastruktur tidak berpengaruh signifikan

terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan di Pulau Madura. Hal ini berdasarkan status

Indeks Pembangunan Desa Pulau Madura yang menunjukkan bahwa kinerja

pembangunan desa masih kurang memuaskan. Ini terbukti oleh fakta bahwa hanya

sedikit desa di Pulau Madura yang memiliki status Desa Mandiri. Temuan ini konsisten

dengan hasil penelitian Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah

(2019a) serta Restuningdiah, Firmansyah, & Arzaq (2024).

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga juga mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh

yang signifikan secara statistik antara Penggunaan dana Pemberdayaan dalam dana desa

terhadap Indeks Desa Membangun, dengan nilai P 0,691 dan nilai t sebesar 0,398.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini disebabkan karena penyaluran

dana yang tidak merata. Berdasarkan data yang diperoleh, data menunjukkan bahwa

penyaluran penggunaan dana pemberdayaan bervariasi setiap tahun dan antar desa.
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Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa desa tidak mendapatkan dana yang cukup

untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini juga karena setiap tahunnya penyaluran

dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang lain mungkin program pemberdayaan

yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan atau tepat sasaran dalam menigkatkan

kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

program pemberdayaan atau keterbatasan sumber daya lokal untuk

mengimplementasikan program pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwasannya desa Bakulan menghabiskan

anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar Rp181.522.200 pada tahun 2019,

pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp12.550.000, pada tahun 2021 desa

Bakulan tidak menggunakan anggaran penggunaan dana pemberdayaan, pada tahun

2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp36.810.000, dan pada tahun 2023 anggaran

penggunaan dana pemberdayaan di desa Bakulan hanya sebesar Rp33.700.000.

Desa Bokol menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar

Rp635.282.844 pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar Rp107.499.000, pada tahun

2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp200.000.000, pada tahun 2022 menghabiskan

anggaran sebesar Rp137.132.500, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana

pemberdayaan di desa Bokol hanya sebesar Rp108.086.000.

Desa Jetis menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar

Rp66.770.000 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar

Rp29.380.827, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp93.917.050, pada

tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp205.686.594, dan pada tahun 2023

anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Jetis hanya sebesar Rp44.867.906.

Desa Karangkemiri menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan

sebesar Rp152.251.000 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran

sebesar Rp35.225.500, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp80.140.500,

pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp40.266.000, dan pada tahun 2023

anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Karangkemiri hanya sebesar

Rp202.713.000.

Desa Kedungbenda menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan

sebesar Rp53.585.000 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran

sebesar Rp43.445.000, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp32.080.000,
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pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp146.711.000, dan pada tahun 2023

anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Kedungbenda hanya sebesar

Rp60.384.000.

Realisasi penggunaan dana pemberdayaan dari pagu anggaran yang diterima

oleh desa-desa tidak merata dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Karena hal ini

disebabkan perbedaan kapasitas manajemen di setiap desa, perubahan prioritas

pembangunan, serta adanya perubahan regulasi pemerintah terkait alokasi dana desa.

Desa dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang lebih baik, lebih mampu

menyerap dan mengelola dana tersebut secara optimal, sementara desa-desa dengan

keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan dalam merealisasikan anggaran yang

ada. Selain itu, faktor administratif seperti keterlambatan pencairan dana,

mempengaruhi naik-turunnya realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Akibatnya,

ketidakmerataan ini menghambat tujuan pemberdayaan dan pembangunan yang

berkelanjutan di seluruh desa.

Dalam konteks teori stewardship, salah satu aparatur desa berpendapat bahwa

penggunaan dana pemberdayaan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Kemangkon belum

sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan kolektif dan kesejahteraan jangka panjang

masyarakat. Prinsip stewardship menekankan bahwa pemimpin desa harus memastikan

penggunaan dana pemberdayaan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi

masyarakat. Jika dana pemberdayaan hanya difokuskan pada program yang tidak

menyentuh masyarakat luas, seperti peningkatan kapasitas aparatur tanpa dampak nyata

terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, atau infrastruktur, maka hal ini menunjukkan

ketidaksesuaian dengan prinsip stewardship. Agar dana pemberdayaan dapat

berkontribusi signifikan terhadap IDM, program-progam harus lebih berfokus pada

peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi lokal, dan kemandirian desa, sesuai

dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, terdapat satu desa mandiri di Kecamatan Kemangkon. Desa ini

dianggap mandiri karena memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di atas 0,8155.

Hal tersebut dicapai berkat keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan yang

didukung oleh Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, dengan fokus pada

ketahanan sosial, ketahanan lingkungan, serta ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.
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Akses pendidikan, kesehatan, dan permukiman yang baik di desa ini menjadi bukti kuat

dari ketahanan sosial yang terjaga. Selain itu, Desa Panican, yang jarang terkena

bencana alam seperti banjir, menunjukkan pengelolaan lingkungan yang baik, yang

mencerminkan aspek ketahanan lingkungan. Perekonomian desa ini pun beragam,

mencakup perdagangan, pertanian, peternakan, dan jasa, yang mendukung perputaran

ekonomi desa, menjadikannya mandiri secara ekonomi. Berkat dukungan Dana Desa,

pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat, ketiga aspek ini

berhasil diperkuat. Oleh karena itu, desa-desa lain perlu meningkatkan aspek-aspek

tersebut agar dapat mencapai keseimbangan indeks komposit penunjang Indeks Desa

Membangun dan menjadi desa mandiri.

Menurut Agustina, Supriadi, & Sompa (2019) tujuan utama dari penggunaan

dana pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengurangi kemiskinan serta

meningkatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Hal ini mencakup peningkatan

kualitas perencanaan desa, dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dikembangkan

oleh Badan Usaha Desa (BUMDesa) dan kelompok usaha masyarakat desa,

pengembangan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pengorganisasian

melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk mendampingi kelompok usaha

masyarakat desa yang terlibat dalam program pemerintah. Namun, penggunaan dana

pemberdayaan di Desa Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima tidak menunjukkan

pengaruh signifikan dalam pembangunan desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian

Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah (2019b) serta Sutikno et

al.,(2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; Dana Desa tidak memiliki pengaruh

signifikan secara statistik terhadap Indeks Desa Membangun, Penggunaan dana

Infrastruktur dalam dana desa juga tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik

terhadap Indeks Desa Membangun, dan Penggunaan dana Pemberdayaan dalam dana

desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini

disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata. Berdasarkan data yang diperoleh,

data menunjukkan bahwa penyaluran dana desa, penggunaan dana infrastruktur, dan

penggunaan dana pemberdayaan bervariasi setiap tahun dan antar desa.

Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa desa tidak mendapatkan dana yang cukup
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untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini juga karena setiap tahunnya penyaluran

dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang lain mungkin dana desa tidak digunakan

secara efektif atau sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan IDM, pengelolaan

dana yang kurang optimal, seperti alokasi yang tidak tepat, dapat mempengaruhi

ketidaksignifikan pengaruhnya terhadap IDM. Hal ini memberikan beberapa implikasi

penting bagi pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan yang tepat untuk

melakukan pengalokasian anggaran dana desa dan melakukan penetapan kebijakan

prioritas penggunaan dana infrastruktur serta penggunaan dana pemberdayaan di desa

kecamatan Kemangkon. Pertama, pemerintah perlu menilai kembali mekanisme

pengalokasian dan penggunaan dana desa agar lebih efektif dalam meningkatkan Indeks

Desa Membangun. Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan

masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sangat penting. Terakhir,

diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin

lebih berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, yaitu

wilayah penelitian yang sempit, hanya mencakup desa-desa di kecamatan Kemangkon.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan wilayah untuk

memberikan gambaran yang lebih representatif, seperti memperluas area penelitian ke

beberapa kecamatan atau bahkan kabupaten lain untuk membuat hasil penelitian lebih

representatif. Selain itu, untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif terkait faktor

determinan yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun, penelitian selanjutnya

menambahkan variabel tambahan yang dapat mempengaruhi IDM. Saran penelitian

selanjutnya yaitu; 1) menggunakan alternatif teori yang lain untuk menjelaskan

hubungan antar variabel, yaitu teori governance atau manajemen keuangan publik, serta

teori pembangunan berkelanjutan, 2) menggabungkan dua metode kuantitatif dan

kualitatif agar dapat menghasilkan hasil yang lebih relevan, serta 3) menambahkan data

primer dari responden langsung atau masyarakat desa agar mengurangi keakuratan hasil,

karena data sekunder tidak selalu mencerminkan penggunaan dana di lapangan.
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Gambar 2. Convergent Validity
Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 1. Realisasi Dana Desa & IDM di Kecamatan Kemangkon

Sumber: Dispermades Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2. Tabel Deskriptif

Indicator Mean Std.
Deviation

Y11 0,679 0,059
Y12 0,682 0,049
Y13 0,679 0,046
Y14 0,699 0,048
Y15 0,753 0,05
X11 18,108 0,476
X12 18,022 0,576
X13 18,215 0,497
X14 18,105 0,599
X15 18,102 0,563
X21 20,603 0,345
X22 20,16 0,542
X23 20,277 0,314
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Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 3. Hasil Penyesuaian R2 dan R Square
R Square R Square Adjusted

Indeks Desa Membangun (IDM) 0,344 0,213

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 4. Result of F2

Indeks Desa
Membangun

(IDM)

Dana Desa 0,005

Indeks Desa Membangun (IDM)
Penggunaan dana Infrastruktur 0,272

Penggunaan dana Pemberdayaan 0,017
Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 5. Path coefficient

T Statistics
(|O/STDEV|) P Values Keterangan

Dana Desa ->
Indeks Desa
Membangun

0,279 0,78 H1 Ditolak

Penggunaan
dana
Infrastruktur ->
Indeks Desa
Membangun

0,9 0,368 H2 Ditolak

Penggunaan
dana
Pemberdayaan -
> Indeks Desa
Membangun

0,398 0,691 H3 Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

X24 19,96 0,626
X25 20,678 0,374
X31 18,906 0,932
X32 17,864 0,846
X33 18,196 1,371
X34 19,276 0,727
X35 18,825 0,738


